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Rehabitasi Parkiran Kantor
Rp 164.626.560,-



SUB KEGIATAN

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

A. LATAR BELAKANG

1.

3.

Gambaran Umum

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan merupakan unsur

unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun

2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas

Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut tugas dan fungsi

UPTD adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan tanaman perkebunan serta

melaksanakan urusan ketatausahaan. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan

cara pengadaan barang baik melalui pengadaan langsung maupun e-

purchasing.

Alasan Pelaksanaan

Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presidennomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5).

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Pendapatan Anggaran Pendapatan belanja Daerah tahun
2016 (Berita Negara Indonesia tahun 2015 Nomor 903).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Maksud
Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar terpenuhinya kebutuhan
dan memperlancar kegiatan pekerjaan di lingkungan kantor UPTD.



2. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar memperlancar

pelaksanaankegiatan kantor UPTD P2TP.

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN
Ruang lingkup sub kegiatan adalah :

1. Seluruh aparatur di lingkungan UPTD P2TP (Pengembangan Perlindungan

TanamanPerkebunan)
2. Seluruh tugas kedinasan di lingkungan UPTD P2TP {(Pengembangan

Perlindungan Tanaman Perkebunan)

dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1.

Metode Pelaksanaan

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dilaksanakan dengan

metode e-purchasing ataupun dengan cara pengadaan langsung.

Tahapan Pelaksanaan

a. Menyiapkan KAK dan spesifikasi teknis

-

5o ot e

-

Memasukkan data kedalam aplikasi SIRUP

Jika sudah terdaftar di RUP kemudian menyiapkan kelengkapan seperti
KAK, spesifikasi teknis, SPPBJ, SPK, SSKK dan SSUK, dan SPMK/SPP
untuk selanjutnya dilakukan proses pengadaan input kedalam aplikasi
SPSE Pemrov Kaltim

Jika sudah terinput semua maka dilanjutkan pemeriksaan hasil pekerjaan
Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan

Berita acara serah terima barang/jasa dari penyedia ke PPK/KPA

Operator membuat berita acara pembayaran

Pembuatan ringkasan kontrak dan SPJ

Pengajuan SPJ masuk ke operator SIPD

Operator melanjutkan tahapan entry pengajuan SPJ kedalam Apilikasi
SIPDPenatausahaan

Operator menginput pengajuan SPJ dan di Verifikasi oleh PPK Dinas dan
KepalaUPTD pada Aplikasi SIPD Penatausahaan

Operator membuat surat pengantar untuk diantar ke BPKAD



m. Verifikator memeriksa dokumen pengajuan, jika sudah di approve
lalupenandatanganan oleh Kepala UPTD

n. Operator mengantarkan dokumen pengajuan ke BPKAD

o. BPKAD mengeluarkan SP2D

SASARAN
Tertaksananya rehabilitasi bangunan parkiran kantor
KELUARAN

Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia
sebanyak 1 Unit :

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (parkiran) seluas 114 M2;

PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan : UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman
Perkebunan

2. Penanggungjawab : Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman
Perkebunan

3. Penerimamanfaat : UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman
Perkebunan

WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan April 2024 sampai
dengan.Juni 2024,

LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan dilaksanakan di kantor UPTD Pengembangan Perlindungan
TanamanPerkebunan di Kota Samarinda

ANGGARAN

Anggaran kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
daerah sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya adalah sebesar Rp 164.626.560,- (Seratus Enam Puluh Enam
Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) (rincian terlampir)
melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.




PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milk daerah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
atau bangunan lainnya Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 16 April 2024
KUASA PENGGUNA RAN,

Sl
NIP. 19660204 199003 1 015




RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO URAIAN VOLUME HARGA JUMLAH

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

1 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 114 1.444.093,6 164.626.56
3 0

TOTAL 164.626.56
0




